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ABSTRAK

Pemilihan presiden merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan negara-
negara demokratis. Indonesia dan Pakistan, sebagai negara berbentuk republik,
menerapkan sistem pemerintahan yang berbeda sehingga memengaruhi
mekanisme pemilihan presidennya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan
untuk memahami bagaimana perbedaan sistem pemerintahan tersebut berdampak
pada mekanisme pemilihan presiden serta implikasinya terhadap demokrasi dan
stabilitas politik di masing-masing negara. penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi akademik yang berarti dalam memahami hubungan antara
sistem pemilihan presiden dan penguatan demokrasi, serta menjadi bahan
evaluatif dalam perbaikan sistem pemilu di masa mendatang.

Penelitian ini  menggunakan metode normatif-komparatif dengan
pendekatan perbandingan konstitusi dan siyasah dusturiyah. Data dikumpulkan
melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-komparatif. Kerangka teori
yang digunakan meliputi teori perbandingan konstitusi, teori konstitusionalisme,
serta prinsip-prinsip siyasah dusturiyah seperti syura (musyawarah), keadilan,
amanah, dan maslahah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilihan presiden di
Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan dasar sistem presidensial,
sedangkan di Pakistan dilakukan secara tidak langsung melalui electoral college
sebagai bagian dari sistem parlementer. Persamaan utama keduanya adalah masa
jabatan presiden selama lima tahun dan pembatasan masa jabatan. Perbedaan
mencolok terletak pada proses pemilihan dan kedudukan presiden dalam struktur
kekuasaan negara. Secara keseluruhan, sistem di Indonesia lebih menekankan
pada keterlibatan rakyat secara langsung, sementara Pakistan menekankan pada
representasi kelembagaan. Hal ini berdampak pada legitimasi politik, stabilitas
pemerintahan, dan implementasi prinsip-prinsip demokrasi serta siyasah dalam
sistem ketatanegaraan kedua negara.

Kata Kunci: Pemilihan Presiden, Indonesia, Pakistan, Perbandingan Konstitusi,
Siyasah Dusturiyah.



ABSTRACT

Presidential elections are a fundamental pillar in the constitutional systems of
democratic countries. Indonesia and Pakistan, as republics, adopt different
systems of government, which significantly influence their presidential election
mechanisms. This research is motivated by the need to understand how these
differences impact the processes of presidential elections and their implications
for democracy and political stability in each country. The study is expected to
contribute academically to the understanding of the relationship between
presidential election systems and the strengthening of democracy, as well as to
serve as an evaluative basis for future electoral reforms.

This research employs a normative-comparative method with a
constitutional comparison and siyasah dusturiyah approach. Data were collected
through literature studies and analyzed descriptively and comparatively. The
theoretical framework includes the theory of constitutional comparison,
constitutionalism theory, and the principles of siyasah dusturiyah such as shura
(consultation), justice, trustworthiness (amanah), and public interest (maslahah).

The results show that the presidential election system in Indonesia is
conducted directly by the people under a presidential system, while in Pakistan it
is carried out indirectly through an electoral college as part of a parliamentary
system. Both countries share similarities in the five-year term of office and term
limits for the president. However, they differ significantly in terms of the election
process and the president's position within the power structure. Overall,
Indonesia emphasizes direct public participation, while Pakistan emphasizes
institutional representation. These differences affect political legitimacy,
governmental stability, and the implementation of democratic and siyasah
principles within their respective constitutional systems.

Keywords:  Presidential ~ Election, Indonesia, Pakistan, Constitutional
Comparison, Siyasah Dusturiyah.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara hukum, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),
yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah negara hukum.”.!
Prinsip supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan
perlindungan nyawa manusia merupakan faktor terpenting dalam
penyelenggaraan negara. Sebagai hukum dasar, kehadiran konstitusi
menjadi landasan bagi terjalinnya mekanisme kerja sama dan hubungan
antar organisasi nasional, termasuk proses pemilihan presiden dan masa
jabatan presiden. Undang-undang tersebut juga menyebutkan adanya
mekanisme checks and balances dan pengawasan untuk memastikan
bahwa kekuasaan tidak bersifat mutlak.

Oleh karena itu, pemilihan umum presiden dan masa jabatannya di
Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan asas hukum yang adil,
transparan, dan demokratis. Pemilu berfungsi sebagai pedoman bagi
rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang

menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Akibatnya, presiden

! pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945
2 M. Tasbir Rais, Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya,
Jurnal Hukum, Vol 1: 1, 2022. him. 3



tidak hanya dipilih oleh kandidat politik tetapi juga oleh kandidat hukum
yang memiliki legitimasi konstitusional.®
Negara Indonesia menjadi negara dengan sistem pemerintahan
presidensial sejak penetapan UUD 1945 menjadi konstitusi negara pada
18 Agustus 1945. Pasal 4 ayat (1) memaparkan secara tertulis presiden
menjadi pemegang kekuasaan dalam pemerintahan. Sistem presidensial
adalah sistem yang kepala negaranya juga mempunyai kekuasaan
eksekutif yang luas. Dalam sistem ini, presiden terlepas dari lembaga
legislatif dan bersikap agnostik terhadap kebijakan lembaga eksekutif.
Secara umum, presiden memiliki kemampuan untuk memperkuat dan
memvalidasi cabang eksekutif, mengeluarkan perintah eksekutif, dan
mempunyai peran penting dalam membentuk kebijakan nasional.
Menurut S.L Witman dan J.J Wuest, sistem pemerintahan presidensial
memiliki karakteristik yang membedakan dengan beberapa sistem
pemerintahan lain.*
1. Pemerintahan harus berdasar pada prinsip separation of power
(pemisahan kekuasaan)
2.  Kekuasaan eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk
memberhentikan - parlemen dan eksekutif tidak dapat
diberhentikan parlementer meskipun sudah kehilangan

beberapa dukungan

* Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945
* Ribkha Annisa Octovina, Sistem Presidensial di Indonesia, Jurnal llmu
Pemerintahan, Vol. 4: 2, 2018, him. 248.



3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kabinetnya, tetapi
kabinet bertanggung jawab kepada presiden

4.  Presiden dipilih oleh para pemilih, baik oleh dewan pemilih
maupun langsung oleh rakyat

Sebelum adanya amandemen UUD 1945, Presiden memiliki
kewenangan untuk membuat undang-undang. Sebaliknya, DPR hanya
berhak untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap
rancangan yang dibuat presiden. Terdapat beberapa ketentuan dalam
undang-undang yang terkesan membatasi hak anggota DPR untuk
mengajukan rancangan undang-undang. Oleh Kkarena itu, beberapa
undang-undang dibuat berdasarkan pada kepentingan politik presiden.
Setelah UUD 1945 mengalami perubahan, DPR menjadi lembaga negara
yang memiliki kuasa untuk membuat rancnagan undang-undang.
Meskipun demikian, peran Presiden masih dilibatkan dalam pembuatan
undang-undang.’

Adapun presiden selama menjabat akan dibantu oleh seorang Wakil
Presiden.® Gagasan mengenai Wakil Presiden muncul ketika BPUPKI
membahas tentang UUD 1945. Para anggota BPUPKI pada waktu itu
memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai jumlah wakil presiden
yang tertera dalam rancangan UUD 1945 yang disampaikan pada 13 Juli

1945, Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Presiden dalam menjalankan

® Patrialis Akbar, Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD NRI 1945,
(Jakarta: Sinar Grafiika, 2013), him. .106-107.
® pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945



kewajibannya dibantu oleh satu atau dua orang Wakil Presiden.
Dilanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu Pasal 2 ayat (3) bahwa jika
Wakil Presiden terdiri dari dua orang, susunannya menjadi Wakil
Presiden I dan Wakil Presiden Il. Dari rancangan tersebut, Gagasan ini
kemudian ditetapkan dan diubah menjadi Pasal 4 ayat (2) UUD 1945
dimana Wakil Presiden hanya ada satu orang.’

Adapun dalam pemilihan umum, Presiden dan Wakil Presiden dipilih
sebagai satu pasangan calon. Presiden dan Wakil Presiden yang akan
dipilih oleh rakyat harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan
pada Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Pemilihan umum menjadi bentuk
nyata penerapan sistem demokrasi di Indonesia dalam memilihi Presiden
dan Wakil Presiden, dan beberapa lembaga lain yang akan menjalankan
roda pemerintahan.®

Pakistan, atau yang secara resmi dikenal sebagai Republik Islam
Pakistan, memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 14 Agustus 1947.
Sebelum menjadi negara yang berdiri sendiri, wilayah Pakistan pernah
menjadi bagian dari India Britania, namun kemudian memisahkan diri
dan menyatakan kemerdekaannya sebagai negara yang berdaulat. Islam

pertama kali masuk ke wilayah anak benua India, termasuk sebagian

" Muhammad Aking Pangestu, “Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional
Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial (Studi Perbandingan Konstitusi Negara
Indonesia, Filipina, dan Irak)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2023), him. 2

8Azi Ferdinandi Kusnadi dan Eki Furqon, “Dinamika Konstitusional Wakil
Presiden dalam Perspektif Slstem Pemerintahan Presidensial menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Tugas Akhir, Vol. 1,
No. 1 (2021), him.4-6



kawasan yang kini menjadi Pakistan, pada abad ke-8 Masehi. Pada masa
kolonial Inggris, khususnya sejak akhir abad ke-18, kawasan ini dikenal
sebagai wilayah yang memiliki mayoritas penduduk Muslim. Proses
dekolonisasi dan perjuangan rakyat India melawan penjajahan Inggris
turut mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme di kalangan umat
Islam yang akhirnya bermuara pada pembentukan negara Pakistan.’
Presiden Pakistan memiliki kewenangan yang bersifat simbolis dan
seremonial dalam sistem pemerintahan parlementer yang dianut negara
tersebut. Meskipun secara konstitusional Presiden merupakan kepala
negara, kekuasaan eksekutif sejatinya dijalankan oleh Perdana Menteri
dan kabinetnya. Berdasarkan Konstitusi Pakistan 1973, khususnya
setelah Amandemen ke-18 tahun 2010, banyak kewenangan presiden
yang sebelumnya bersifat eksekutif telah dialihkan kepada Perdana
Menteri, seperti pengangkatan kepala angkatan bersenjata dan
pembubaran parlemen. Kini, Presiden bertindak atas nasihat Perdana
Menteri atau kabinet dalam hampir semua urusan pemerintahan (Pasal 48
Konstitusi Pakistan). Namun, Presiden tetap memiliki peran penting
dalam sistem konstitusional, seperti menyetujui rancangan undang-
undang, mengampuni hukuman, dan mewakili negara dalam hubungan

internasional, meskipun semuanya dilakukan dengan batasan

° Amany Lubis, Sejarah Politik Islam Modern, ( Jakarta, Pusat Penelitian
dan Penerbit:2018). him. 39.



konstitusional yang ketat dan pengawasan dari parlemen serta Perdana
Menteri.'°

Indonesia dan Pakistan merupakan dua negara berkembang yang
sama-sama menganut bentuk negara republik dengan sistem
pemerintahan yang diatur secara konstitusional. Meski keduanya
memiliki konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, dalam praktik
ketatanegaraan terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan
sistem pemilihan presiden. Indonesia menganut sistem presidensial murni
dengan pemilihan langsung oleh rakyat, sedangkan Pakistan menerapkan
sistem parlementer, di mana presiden tidak dipilih secara langsung oleh
rakyat.

Perbedaan dari kedua Negara tersebut menarik untuk dianalisis lebih
lanjut, terutama dalam konteks pengaruh persamaan bentuk negara dan
perbedaan sistem pemerintahan terhadap desain sistem pemilihan
presiden. Selain itu, perbandingan ini menjadi penting karena meskipun
kedua negara mengklaim diri sebagai negara demokratis, implementasi
teknis dan substansi pemilihan presiden di kedua negara menunjukkan
perbedaan yang signifikan, baik dari aspek konstitusional maupun
kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi akademik yang berarti dalam memahami

hubungan antara sistem pemilihan presiden dan penguatan demokrasi,

10 pasal 48 Konstitusi Pakistan 1973



serta menjadi bahan evaluatif dalam perbaikan sistem pemilu di masa
mendatang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melaksanakan penelitian
tentang  ANALISIS PEMILIHAN PRESIDEN DALAM STUDI
PERBANDINGAN KONSTITUSI ANTARA NEGARA INDONESIA
DAN PAKISTAN. Alasan penulis membandingkan kedua negara
tersebut karena baik negara Pakistan maupun negara Indonesia memiliki
pemimpin negara yang sama Yyaitu Presiden. Penulis juga menggunakan
studi perbandingan konstitusi dengan konstitusi Pakistan untuk
menganalisis impeachment Presiden di kedua negara tersebut.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji

dari penelitian ini dapat dirumuskan menjadi:
1. Bagaimana perbandingan sistem dan mekanisme pemilihan
presiden di Indonesia dan Pakistan?
2. Bagaimana implikasi sistem dan mekanisme pemilihan presiden di
Indonesia dan Pakistan terhadap demokrasi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian berdasarkan uraian
tersebut terdapat beberapa poin, diantaranya:
a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem dan

mekanisme pemilihan presiden di Indonesia dan di Pakistan.



b. Untuk mengetahui implikasi sistem dan mekanisme pemilihan
presiden di Indonesia dan Pakistan terhadap demokrasi
2. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk berbagai
pihak. Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan
prakitis.
a. Manfaat Teoritis
1) Dapat mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan
sistem dan mekanisme pemiihan presiden di Indonesia dan
di Pakistan..
2) Dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut, dan
untuk melakukan kajian oleh siapa saja.
3) Dapat menambah perbendaharaan (Perpustakaan) dalam
Kajian Hukum.
b. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat
bermanfaat
bagi berbagai pihak untuk dapat mengetahui dan menambah
pengetahuan sehingga dapat menerapkannya dalam menata
kehidupan
D. Telaah Pustaka
Telaah Pustaka menjabarkan mengenai beberapa penelitian yang telah

dilakukan pada masa lalu yang memiliki subjek penelitian yang sama.



Telaah Pustaka memiliki tujuan untuk memahami dan mengetahui
seperti apa dan sejauh mana penelitian-penelitian yang dilakukan di
masa lalu yang memiliki kesamaan subjek penelitian dengan
penelitian yang akan dilakukan. Adapun bagian ini juga menjabarkan
perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan yang terdahulu.
Berikut adalah beberapa literatur yang memiliki kesamaan topik atau
subjek penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, skripsi milik Harris Fadillah Wildan yang berjudul
“Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden dan
Wakil Presiden antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat
dalam Mewujudkan Demokrasi”.**  Skripsi ini menjabarkan
bagaimana perbedaan dan persamaan yang ada dalam pengaturan
Presiden dan Wakil Presiden antara negara Indonesia dengan negara
Amerika Serikat. Hal yang membedakan antara kedua negara ini
adalah mengenai pengaturan impeachment dimana dalam konstitusi
Amerika Serikat, lembaga yang mengakomodasikan pengaturan
impeachment ini adalah Senat dan House of Representative,
sedangkan di Indonesia lembaga seperti MPR, DPR memiliki
wewenang dalam mengakomodasi proses impeachment. Persamaan

yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada

penggunaan studi perbandingan konstitusi dalam penelitian tersebut.

"' Harris Fadillah Wildan, “Perbandingan Konstitusional Pengaturan
Impeachment Presiden dan Wakil Presiden antara Republik Indonesia dengan
Amerika Serikat dalam Mewujudkan Demokrasi”, Skripsi, Universitas Sebelas
Maret Surakarta (2010), him. 1
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Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada
objek penelitian dimana skripsi ini menggunakan konstitusi Amerika
Serikat sebagai pembanding, sedangkan penelitian penulis
menggunakan konstitusi Pakistan. Selain itu , objek kajian dari
penulis dengan skripsi ini juga berbeda.

Kedua, jurnal milik Idzhati Fitri Nabilah, Ika Sistia Wulan
Sari, Tio Fernida Siregar, dan Sultoni Fikri yang berjudul
“Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea
Selatan”.*® Jurnal ini membahas perbandingan sistem pemilihan
umum presiden di Indonesia dan Korea Selatan, meliputi aspek
sejarah, mekanisme, proses pelaksanaan, serta perbedaan dan
persamaan dalam sistem demokrasi kedua negara. Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan dasar hukum
dan konstitusi masing-masing negara._Persamaan yang terdapat dalam
skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada penggunaan studi
perbandingan dalam penelitian tersebut. Adapun perbedaan skripsi ini
dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian dimana jurnal
ini hanya menggunakan konstitusi Indonesia, sedangkan penelitian
penulis menggunakan konstitusi Pakistan sebagai pembanding.

Ketiga, skripsi milik Muhammad Aking Pangestu yang
berjudul  “Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Wakil

Presiden dalam Sistem Presidensial (Studi Perbandingan Konstitusi

12 Idzhati Fitri Nabilah dkk, ,“Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di
Indonesia Dengan Korea Selatan”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 (2022), him. 78-86
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Negara Indonesia, Filipina, dan Irak)”.*® Skripsi ini menjelaskan
bagaimana kewenangan dan kedudukan Wakil Presiden di 3 negara
yang berbeda dimana di Indonesia, Wakil Presiden memiliki tugas
yang strategis dalam pemerintahan; kemudian di Filipina, Wakil
Presiden cenderung memiliki kewenangan yang terbatas dan bersifat
seremonial; dan di Iran, Wakil Presiden memiliki peran teknis dalam
mengkoordinasikan program pemerintah. Persamaan yang terdapat
dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada penggunaan
studi perbandingan konstitusi dalam penelitian tersebut. Adapun
perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada objek
penelitian dimana skripsi ini menggunakan konstitusi Filipina dan
Iran sebagai pembanding, sedangkan penelitian penulis menggunakan
konstitusi Pakistan.

Keempat, skripsi milik Sti Zakiah yang berjudul
“Perbandingan Konstitusi dengan Konstitusi Iran dalam Sistem
Ketatanegaraan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”.** Skripsi ini
membahas tentang perbandingan konstitusi dalam mengatur sistem
ketatanegaraan di Indonesia dan Iran. Persamaan yang terdapat dalam
jurnal ini dengan penelitian penulis adalah penggunaan studi

perbandingan konstitusi dalam penelitian tersebut. Adapun perbedaan

¥ Muhammad Aking Pangestu, “Kedudukan dan Kewenangan

Konstitusional Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial (Studi Perbandingan
Konstitusi Negara Indonesia, Filipina, dan Irak)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), him. 1

" Siti Zakiah, “Perbandingan Konstitusi dengan Konstitusi Iran dalam
Sistem Ketatanegaraan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”, Skripsi, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), him. 1
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skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian
dimana skripsi ini membadingkan sistem ketatanegaraan. Selain itu,
perbandingan yang dilakukan adalah dengan membandingkan

konstitusi Indonesia dengan Iran.

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Perbandingan Konstitusi
Teori perbandingan konstitusi merupakan disiplin yang memfokuskan
pada studi lintas-negara atas konstitusi. Bidang ini dipahami sebagai
“metode” yang membandingkan dua atau lebih konstitusi untuk
mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi bagi sistem
ketatanegaraan suatu Negara .Kajian perbandingan konstitusi
mencakup analisis struktur pemerintahan, pemisahan kekuasaan, serta
muatan hak asasi dalam konstitusi berbagai negara. Pendekatan ini
juga bersifat interdisipliner, melibatkan ahli hukum, ilmuwan politik,
dan sosiolog untuk memahami pembentukan dan fungsi konstitusi.™
Tujuan utama perbandingan konstitusi adalah memperluas
wawasan teoritik dan mengembangkan pemahaman tentang prinsip-
prinsip.  konstitusi  dengan = studi  lintas-negara. = Pendekatan ini

memungkinkan pengayaan teori hukum tata negara serta memberi

' llham Dwi Rafigi, Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dan Rusia,
Jurnal Hukum, Vol 5: 1, 2022. him. 3
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manfaat praktis bagi perumus dan praktisi hukum dalam menangani

persoalan konstitusional.*®

2. Teori Konstitusionalisme
Konstitusionalisme memberikan jaminan atas hak asasi manusia
(HAM) melalui mekanisme yang dilembagakan, yakni dengan
membentuk institusi-institusi negara dalam kerangka sistem
pemerintahan. Oleh karena itu, unsur pokok dari konstitusionalisme
mencakup: Pertama, jaminan terhadap HAM yang secara rinci diatur
dalam konstitusi; Kedua, sistem pemerintahan negara yang terdiri atas
lembaga-lembaga dengan batas kewenangan yang tegas, Yyang
berfungsi untuk menjamin perlindungan HAM. Konstitusionalisme
sering dipahami sebagai suatu paham yang menekankan pada

pembatasan kekuasaan negara demi perlindungan HAM.*’

Secara ringkas, konstitusionalisme dapat dipahami sebagai suatu
prinsip dalam bernegara yang menitikberatkan pada perlindungan hak
asasi manusia (HAM) serta pembatasan kekuasaan negara dengan cara
mendistribusikannya ke berbagai lembaga negara guna menjamin
perlindungan HAM tersebut. Sebagai negara yang menganut prinsip
konstitusionalisme, setiap konstitusi yang pernah maupun sedang

berlaku di Indonesia senantiasa memuat penekanan terhadap

16 [hi
Ibid.
7 Moh. Mahfud MD, Konstitusionalisme dan Pelembagaannya dalam
Ketatanegaraan di Indonesia,Makalah, Jakarta, 2015. him. 3
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perlindungan HAM dan penerapan sistem pemerintahan yang
bertanggung jawab kepada rakyat.*®

Pemahaman mengenai definisi dari konstitusi sangat beragam.
Hal ini dapat dilihat dari beberapa pandangan para ahli tentang
kosntitusi. Menurut C.F. Strong berpendapat “.... 4 constitution may
be said to be a collection of principles according to which the power
of government, the right of the governed, and the relation between the
two are adjusted.” Dengan demikian, pengertian konstitusi menurut
C.F Strong adalah kumpulan dari beberapa prinsip yang diantaranya
prinsip kekuasaan pemerintahan, prinsip hak-hak warga negara, dan
prinsip hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Adapun
pendapat lain diutarakan juga oleh Wheare. la berpendapat “... it use
to describe the whole system of the government of a country, the
collections of rules which establish and regulate or govern the
government.”  Menurutnya, konstitusi menjadi  hal yang
menggambarkan keseluruhan pemerintahan. Selain itu, menurutnya
konstitusi  berisikan kumpulan peraturan yang dibuat unutuk
membangun dan mengatur atau menentukan pemerintahan itu
sendiri.*®

Dari dua perspektif tersebut, dapat diambil kesimpulan dimana

konstitusi memiliki kekuatan dalam mengatur urusan penyelenggaraan

8 Ibid.
¥ Indra Muchlis Adnan, Hukum Konstitusi di Indonesia, (Yogyakarta:
Trussmedia Grafika , 2017), him. 11-12
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pemerintahan. Hal ini menimbulkan konsekuensi dimana substansi
atau muatan dalam konstitusi menjadi besar dan membatasi ruang
gerak dari sebuah pemerintahan suatu negara di luar muatan
konstitusi. Dengan kata lain, konstitusi menjadi aturan dalam
penyelenggaraan ~ pemerintahan  sekaligus  pembatas  suatu

pemerintahan.”

Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah

Prinsip-prinsip dalam siyasah dusturiyah merupakan dasar dalam
sistem politik ketatanegaraan Islam yang merujuk pada ajaran Al-
Qur’an, Sunnah, serta hasil pemikiran para ulama dari masa klasik
hingga kontemporer. Dalam karya Al-Ahkam as-Sultaniyyah, Al-
Mawardi menyampaikan bahwa kekuasaan dan struktur pemerintahan
dalam Islam harus berjalan sesuai dengan syariat. Pemegang otoritas
politik berkewajiban menegakkan keadilan dan memastikan
tercapainya kemaslahatan umat berdasarkan ketentuan syariah. Al-
Mawardi juga menekankan pentingnya prinsip musyawarah (syura)
dengan para ulama dan tokoh masyarakat dalam setiap keputusan
strategis. Di antara prinsip-prinsip utama siyasah dusturiyah yang
dijelaskan adalah tauhid (pengakuan terhadap Tuhan sebagai sumber
kekuasaan), syura (musyawarah), keadilan, maslahah (kepentingan
umum), dan amanah (tanggung jawab dalam memimpin). Para ulama

besar seperti Al-Mawardi dan Al-Ghazali menegaskan bahwa

2 1bid, him. 13
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kekuasaan adalah titipan dari Allah yang harus dijalankan dengan
penuh tanggung jawab demi tegaknya keadilan dan kesejahteraan
masyarakat. Pemerintahan yang ideal menurut pandangan mereka
adalah yang berlandaskan syariat Islam, melibatkan rakyat dalam
proses pengambilan keputusan, serta menjamin perlindungan dan
kesejahteraan bagi seluruh warganya.”*

Dalam  pemikiran  kontemporer,  prinsip-prinsip  tersebut
ditafsirkan secara lebih dinamis dan disesuaikan dengan sistem negara
modern, termasuk demokrasi konstitusional. Tokoh seperti
Muhammad Natsir dan Quraish Shihab menekankan bahwa nilai-nilai
Islam tidak bertentangan dengan demokrasi selama prinsip-prinsip
moral Islam, seperti keadilan dan keterlibatan rakyat, tetap dijaga. Di
Indonesia, nilai siyasah dusturiyah tercermin dalam bentuk sistem
perwakilan rakyat, supremasi hukum, jaminan kebebasan beragama,
serta pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berpihak
pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, siyasah dusturiyah tetap
relevan dalam membingkai negara modern yang demokratis namun

berlandaskan nilai-nilai ilahiyah.?*

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

! Muhammad Rosyidi, Penerapan Figih Siyasah Dalam Ketatanegaraan

Indonesia, Jurnal IImu Pendidikan dan IImu Hukum, Vol. 4:1.2024. him. 65

22 Muhammad Farhan Fikri, Pemikiran Politik Islam M. Quraish Shihab di

Indonesia:; Sebuah Analisis, ISLAM & CONTEMPORARY ISSUES, Vol. 4: 1, 2024.

him. 3



17

Pendekatan yang digunakan adalah normatif komparatif, yaitu suatu
pendekatan yang tidak hanya menelusuri norma hukum dari satu
sistem negara, tetapi juga membandingkannya dengan norma atau
sistem hukum di negara lain. Dalam konteks ini, pendekatan tersebut
dilakukan untuk mengkaji perbandingan sistem dan mekanisme
pemilihan presiden di dua negara berbeda.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, artinya data yang dikumpulkan dan
dianalisis berbentuk deskriptif analitis, bukan dalam bentuk angka
atau statistik. Peneliti akan memaparkan hasil pengumpulan data
berdasarkan logika hukum, interpretasi teks, dan pemahaman
konseptual, bukan dengan penghitungan kuantitatif. Tujuan dari
pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam
dan menyeluruh terhadap objek penelitian berdasarkan sudut pandang
yuridis dan teoretis..

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan
peraturan  perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan
perbandingan (comparative approach). Adapun pendekatan
perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan
perundang-undangan yang berkaitan pemilihan presiden. Sedangkan
pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan konstitusi

Indonesia dengan konstitusi Pakistan.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama:

a.

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah
dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar, peraturan
perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, fatwa
ulama, maupun putusan pengadilan yang relevan.

Observasi kepustakaan (library research), yakni penelitian yang
dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka untuk
memperoleh data sekunder yang diperlukan. Ini termasuk
membaca, mencatat, dan mengutip sumber ilmiah yang berkaitan

dengan tema penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a.

Data Primer

Data primer yang digunakan atau dikaji dalam penelitian ini
meliputi sumber hukum baik tertulis maupun tidak tertulis,
diantaranya.

1) UUD 1945

2) UU No 7 Taahun 2017 tentang Pemilu

3) Konstitusi Pakistan 1973

4) Election Act 2017

Data Sekunder
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Sumber-sumber penelitian hukum, sumber sekunder berupa
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi seperti buku teks, skripsi, artikel,
jurnal-jurnal hukum, hasil karya ilmiah, dan data-data dari

internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif, yaitu
dengan menggambarkan dan menjelaskan secara rinci sistem hukum
atau norma-norma Yyang menjadi objek penelitian, kemudian
membandingkannya secara sistematis untuk mengetahui kesamaan
dan perbedaannya. Analisis ini dilakukan secara mendalam terhadap
struktur hukum, norma, dan praktik ketatanegaraan yang berlaku di
masing-masing negara yang dibandingkan, guna memperoleh
kesimpulan ilmiah dan argumentatif yang relevan.
G. Sistematika Pembahasan
Alur penyusunan skripsi ini akan peneliti jabarkan sesuai dengan pokok-
pokok bahasan pada setiap babnya. Adapun skripsi ini terdiri atas Bab |
sampai dengan Bab V dengan uraian bahasan sebagai berikut.
Bab I, Pendahuluan merupakan bagian yang menjawab mengapa
penelitian ini dilakukan. Pada bagian ini terdiri atas: latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
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Bab IlI, membahas tinjauan teori-teori yang berhubungan dengan
permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan secara
teoritis mengenai teori perbandingan konstitusi, teori konstitusionalisme
beserta komponen pembahasannya, dan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah
beserta komponen pembahasannya.

Bab IIl, berisi pembahasan mengenai system dan meknaisme
pemilihan presiden di Indonesi adan Pakistan bserta komponen
pembahasannya.

Bab IV, berisi pembahasan dan hasil analisis. Dalam bab ini akan
menguraikan pembahasan hasil analisis terkait dengan fokus penelitian
dan rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini.

Bab V, berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan berisi poin-poin
dari hasil penelitian dan saran berisi rekomendasi dari hasil penelitian

yang telah dilakukan.



Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sistem

pemilihan presiden di Indonesia dan Pakistan memiliki persamaan
dalam hal masa jabatan lima tahun dan ketentuan pembatasan
masa jabatan dua periode. Namun, keduanya memiliki perbedaan
yang signifikan dalam hal bentuk sistem pemerintahan dan
mekanisme pemilihan. Indonesia dengan sistem presidensial
menganut model pemilihan langsung oleh rakyat yang memberi
legitimasi kuat terhadap presiden. Sebaliknya, Pakistan dengan
sistem parlementer menggunakan metode electoral college, di
mana presiden dipilih oleh perwakilan dari parlemen pusat dan
daerah, dan cenderung memiliki peran yang lebih seremonial
daripada fungsional. Sistem di Indonesia menempatkan presiden
sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sedangkan
di Pakistan, presiden hanya sebagai kepala negara yang secara
simbolik mewakili negara, sementara kekuasaan eksekutif berada
di tangan perdana menteri. Pelantikan Presiden di Indonesia
dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga kekuasan legislative,
sementara di Pakistan, pelantikan dilaksanakan oleh Supreme

Court. Adapun syarat batas usia di Indonesia, yaitu minimal 40

79



80

tahun atau 35 tahun dengan syarat pernahmenjadi kepala daerah,
sedangkan di Pakistan, syarat batas usia minimal 45 tahun.

2. Implikasi dari perbedaan sistem pemilihan tersebut sangat
signifikan terhadap kualitas demokrasi dan stabilitas politik di
masing-masing negara. Pemilihan langsung di Indonesia memberi
ruang partisipasi luas kepada rakyat dan meningkatkan
akuntabilitas, meskipun juga rentan terhadap praktik populisme
dan polarisasi. Sementara itu, sistem tidak langsung di Pakistan
berkontribusi pada stabilitas representatif dalam konteks
federalisme, namun sering kali mengabaikan aspirasi langsung
rakyat sehingga mengurangi legitimasi demokratis. Dari perspektif
siyasah dusturiyah, sistem Indonesia lebih sejalan dengan prinsip
syura dan maslahah karena melibatkan rakyat secara langsung
dalam pengambilan keputusan strategis negara. Di sisi lain,
Pakistan masih perlu memperkuat stabilitas politik dan keadilan
representatif agar sejalan dengan prinsip-prinsip dasar siyasah
dalam Islam.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang sudah saya sampaikan pada bagian

sebelumnya, terdapat beberapa saran yang penulis ingin sampaik

berdasarkan hasil penelitian penulis.

1. Persyaratan calon presiden di Indonesia secara lebih rinci dijelaskan
dalam undang-undang. Akan tetapi, substansi dalam undang-undang

dapat digantikan dengan beberapa cara, salah satunya dengan
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mengajukan gugatan ke MK. Alhasil, persyaratan calon presiden
seolah-olah bisa diubah dengan seenaknya. Oleh karena itu, penulis
menyarankan untuk mencantumkan persyaratan calon presiden ke
dalam UUD mengingat UUD sebagai konstitusi tidak dengan mudah
diubah. Hal ini diharapkan untuk mengurangi perubahan substansi
undang-undang untuk kepentingan politik.

Untuk penelitian yang akan mengambil tema yang tidak jauh dengan
yang penulis buat. Penulis harap akan penelitian terkait
perbandingan dalam hal efektifitas pemilihan presiden pada masa
Orde Baru dengan yang ada di Pakistan mengingat kedua metode

pemilihan menggunakan konsep pemilihan secara tidak langsung.
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